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S BUPATI MERAUKE
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MERAUKE
NOMOR 82 TAHUN 2018

TENTANG

N

LN

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MERAUKE

N

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MERAUKE,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian

Intern Pemerintah, Pimpinan ' Instansi Pemerintah wayjib
melakukan penilaian risiko dan dalam rangka pelaksanaan
Sistem Pengendalian Intern yang efektif dan efisien di Lingkungan
Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu menerapkan

manajemen risiko;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Merauke tentang
Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Daerah

Kabupaten Merauke;

Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan
Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom
di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
. Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia . Tahun 2004
Nomor S5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
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5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dacrah

. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004. Nomor 126,
Tambah’an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4007);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014
tentang, Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741);
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14, Peraturan Pemerintal Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008
lentang Nistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890),

A}

1§, Peraturan Menter Dalam Negery

Nomor 28 fahun 2007 entang Norma Pengg
Pejabat Pengawas Pemerintah

Republik [ndonesig
wasan dan Kode Etik
1O, Poraturan Mentery Dalaim Negeri Re

Fahun 2007 fentang Norma Pengaw
Pengawas Pemerintah:

publik Indonesig Nomor 28
asan dan Kode Etik Pejabat

U7, Peraturan Menter Dalam Negeri Nomop 64 Tahun 2007 tentang
l‘mimmn leknis Organisasi dan Tatg Kerja Inspektorat Propinsi
dan l\nhupmm:‘l\'otn:

I8, Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor §] Tahun 2010 tentang
Pedoman Pengawasan l":‘nynlenggm‘mn Pemerintahan Daerah
Fahun 201 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 457);

19, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukym Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 9 Tahun 2014
lentang  Tatg Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2014 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan +  PERATURAN BUPAT] MERAUKE TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO  pADA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MERAUKE

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pengertian
Bagian Kesatu
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Merauke.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan  Daerah yang  memimpin
pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah Otonom,

3. Bupati adalah Bupati 'Merauke.

g ¢ ) t Pengawas Intern

4. Inspektorat Daerah adalahI unsur Apara .
Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke yang bertanggungjawab
langsung kepada Bupati.

It

S. Satuan...
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10.

11l

12.

‘ 3 plani / (G I e
Satuan Kerja Perangkal Daerah yang sclanjutnya (hh”'mr“f'
: { { 7 I » ’
SKPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintan
Daerah Kabupaten Merauke.
singkat OPD adalah Organisasi

Organisasi Perangkat Daerah di
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten

Merauke, J

| |
Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancarn
pencapaian fujuan dan sasaran Instansi Pemerintah.,
Manajemen Risiko adalah proses proaktif dan kontinyu yang
meliputi penetapan tujuan, identifikasi, analisis, evaluasi,
penanganan, monitoring dan reviu yang dijalankan untuk
mengelola risiko dan potensinya.
Profil Risiko adalah penjelasan tentang total paparan risiko yang
dinyatakan dengan tingkat risiko di instansinya.

Proses: Manajemen Risiko adalah suatu proses yang bersifat
berkesinambungan, logis dan terukur yang digunakan untuk

mengelola risiko di Instansi.
Selera Risiko (Risk Appetite) adalah tingkat risiko yang bersedia
diambil instansi dalam upayanya mewujudkan tujuan dan

sasaran yang dikehendakinya.
Retensi adalah Keputusan untuk menerima dan menyerap suatu

risiko.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan

bagi Pejabat dan/atau Pegawai pada Pemerintah Daerah
Merauke untuk mengembangkan kebijakan,

Kabupaten
perencanaan struktur, fungsi manajemen risiko, sistem dan
prosedur yang terkait dengan penerapan manajemen risiko.

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :
a. Mengantisipdsi dan menangani segala bentuk risiko secara
efektif dan efisien; dan

b. Mengidentifikasi, menganalisis dan mengendalikan risiko
serta memantau aktivitas pengendalian risiko.
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BAB II
" PRINSIP PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
Pasal 3
i | Ly |
Penerapan manajemen risiko dilakukan dengan memperhatikan
prinsip :
a. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan;
b. Berorientasi jangka panjang dan
¢. Mempertimbangkan aspek manfaat dan biaya

BAB III
PENYELENGGARAAN MANAJEMEN RISIKO
Pasal 4
(1) Setiap SKPD/OPD wajib menyelenggarakan manajemen risiko.
(2) Manajemen risiko 'sebagaimana dimaksud  pada ayat (1)
meliputi tingkat SKPD/OPD dan tingkat kegiatan.
(3) Penyelenggaraan manajemen risiko pada tingkat SKPD/OPD

dikoordinasikan oleh Ketua Satuan Tugas Sistem Pengendalian
Instansi Pemerintah (Satgas SPIP) SKPD/OPD.

(4) Penyelenggaraan manajemen risiko pada tingkat kegiatan
adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

BAB IV
STRATEGI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
Pasal 5

Berdasarkan 'karakteristik, tugas, fungsi setiap SKPD/OPD dan
risiko yang dihadapi serta kondisi lingkungan pengendalian, strategi

penerapan manajemen risiko meliputi :

Melakukan penilaian risiko dan mengendalikan risiko yang

mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap pencapaian

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;

b. Menyiapkan sarana dan prasarana yang meliputi Sumber daya
Manusia, Infrastruktur, dan Standar Operasional Prosedur;

¢. Mengintegrasikan manajemen risiko -dalam " ‘perencanaan,
pelaksanaan, pertanggungjawaban program dan kegiatan untuk
mencapai tujuan serta sasaran yang telah diterapkan; dan

d. Melakukan pemantauan secara terus menerus untuk perbaikan
pada saat pelaksanaan, pertanggungjawaban, atau untuk bahan

perencanaan berikutnya.

a.
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Pasal 6

Penilaian risiko dan pengendalian risiko sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf a, meliputi :

a. Upaya peni!aian dan mengendalikan risiko yang membawa
konsekuensi negatif terhadap pencapaian tujuan SKPD/OPD
dan sasaran kegiatan; dan

Pasal 7

Kriteria risiko yang diretensi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (2) paling sedikit meliputi hal:

a. Memiliki sifat konsekuens; paling tinggi pada level yang telah
ditetapkan untuk di retens; sesuai dengan toleransi dan selera
risiko SKPD/OPD yang telah ditetapkan;

b. Terdapat perlindungan hukum yang memadai mencakup
regulasi dan /atay kontrak; dan

C. SKPD/OPD dapat memastikan dengan tingkat keyakinan
tinggi bahwa tidak akan terjadi kegagalan pada pegawai,
proses, dan sistem yang ada.

Kriteria risiko yang ditransfer sebagaimana dimaksud pada

Pasal 6 ayat (2) paling sedikit meliputi:

a. Risiko Residual yang tidak dapat diterima sesuai dengan
toleransi dan risiko SKPD/OPD; dan

b. SKPD/OPD tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk
membiayai konsekuensi risiko yang diperkirakan.

Pasal 8

Dalam rangka strategi  penerapan manajemen  risiko
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, setiap kepala
SKPD/OPD dilingkungan Pemerintah Daerah harus menyiapkan

kompetensi instansi.

Penyiapan kompetensi Instansi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus mendasarkan pada 3 (tiga) elemen, meliputi:

a. Sumber Daya Manusia;
b. Infrastruktur; dan :
c. Standar operasional prosedur

2 T R
Scanned by CamScanner



~

Pasal 9

Strategi penginteoracis : i

l'(-_\l"'i(?f[p( ngmt(.gms‘mn Proses manajemen risiko kedalam proses
.\ NE: b.(i ragal mz‘ma dimaksud dalam Pasal 5 huruf ¢ menjadi bagian
yang tidak terpisahkan dari operasional dan proses pengembalian

keputusan.

BAB V
PROSES MANAJEMEN RISIKO
[ Pasal 10

(1) D:algm rar}gka be€nerapan manajemen risiko yang efektif dan
efisien, dll_akukan Proses manajemen risiko secara terus
menerus, Sistematis, logis, dan terukur terutama.pada program

dan kegiatan.

(2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud .péda ayat (1)
adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian

indikator Kinerja utama.

Pasal 11
[

Dalam penera
meliputi:

a. Penetapan tujuan;
b. Identifikasi risiko;

C. Analisis risiko;

d. Evaluasi risiko;

€. Penanganan risiko; dan
f. Pemantauan dan reviu.

Pasal 12

(1) Penetapan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
enjabarkan tujuan SKPD /OPD dan

huruf a, diperlukan untuk m
sasaran kegiatan. '

(2)
pada ayat (1) harus mempertimbangkan :

a. Lingkungan internal dan eksternal;
b. Tugas dan fungsi SKPD/OPD; dan

c. Pihak yang berkepentingan.

o Scanned by CamScanner
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Pasal 13

(1) Identifileac:
) Ntifikasi risiko sebagaimana dimaksy( dalam Pasal 1]

uruf b, dilaky] ‘
Kukan dengan mengidentj I risi
gt e lenga entifikasi rj :
dan risikq kegiatan dengan tahapan meliputi: o R
11. > 1 2y 111 \. |
: I\)/l(,l.lg.;;l.(lcnllhkahl kcglatan, penyebah, dan Proses terjadin
eristiwa pisi ] DG (i " '
PETistiwa 1isike yang dapat Mmenghalang;, menurunqun atgllljl
' < 2

men u nda (‘CI‘(‘«'-I])al'n & U uan \' ] ) ( )P] ) as
; J bro V 1 t al 2
]\'C‘ {'l'll'm; :l 1 J bl ] / dan Sd"aran

b. Mendokumengs; -
. éntasikan proses identifikasj rigi
3 e entifik
daftar risiko, =l

Pasal 14

1) Analisis risj a ‘ '
(1) dilal sis risiko scbagapngng dimaksud dalam Pasal 11 huruf &
akukan dengan menilai risiko darj sisi tingkat risiko.

(2) gin‘gkat risiko sebagaimang dimaksud pada aydt (1) ditentukan
erdasarkan kemungkinan terjadinya  risiko  dan tingkat
dampaknya.

(likelihood) suatu risiko dan dampaknya
€. Melakukan analisis terhadap tingkat suatu risiko;
f. Melakukan analisis terhadap profil risiko atay peta risiko; dan
8- Melakukan analisis tehadap tingkat risiko gabungan (kompisit)

untuk setiap kategori risiko.

(4) Jenis analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
a, dapat berupa analisis kualitatif atau analisis kuantitatif

kemungkinan terjadinya dan dampak.

(5) Analisis kemungkinan terjadinya risiko dan dampak sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan dengan menggunakan
metode skala yang telah ditetapkan untuk setiap kategori dengan

parameter yang telah ditetapkan.

(6) Analisis terhadap tingkat risiko sebagaimana dimaksgd pac}a ay.at
(3) huruf g, diukur dengan menggunakan dua dimensi, meliputi;

a. Kemungkinan terjadinya risiko yang dinyatakan dalam
frekuensi; dan

b. Tingkat dampak
(7) Tingkat....
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(7) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dirumuskan
dengan ditandai warna, sebagai berikut:

a. Risiko rendah dengan warna hijau;
b. Risiko sedang dengan warna kuning; dan
C. Risiko sangat tinggi dengan warna merah.

Pasal 1 5

(1) Contoh matrik tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya
risiko  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Contoh analisis terhadap tingkat risiko (profil risiko) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) dan ayat (7) digambarkan pada
matrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1I dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 16

(1) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1)

menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk hasil analisis
risiko.

(2) Hasil Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi :

a. Identifikasi akar permasalahan;

b. Penentuan tingkat risiko, profil, atau peta risiko; dan

C. Masukan bagi pejabat pengambil keputusan untuk memilih
berbagai pilihan pénanganan risiko yang ada sesuai bobot
biaya dan manfaat, peluang dan ancaman.

Pasal 17

(1) Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d,
dilakukan untuk pengambilan  keputusan mengenai perlu

tidaknya dilakukan penanganan risiko lebih lanjut serta prioritas
penanganannya.

(2) ’I‘ahap‘pela‘k‘san'aan évéiuasi déiko sébagainiahé éifhaksud pada
ayat (1) meliputi kegiatan:

a. Menetapkan hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan
evaluasi risiko; dan

b. Melakukan evaluasi risiko secara berkala.

(3) Pertimbangan dalam melakukan evaluasi risiko

_ sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) meliputi;
[
a. Risiko yang perluy mendapatkan penanganan;
b. Prioritas penanganan risiko; dan
c. Besarnya dampak penanganan risiko.
;' ‘ Pasal...
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Pasal 18

(1) Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)
menghasilkan  keluaran (output) dalam bentuk® hail evaluasi
risiko. '

(2) Hasil evaluasi risiko sebagaimana dimaksud ayat (1) berisi urutan
prioritas risiko dan daftar risiko yang akan ditangani.

Pasal' 19

(1) Penanganan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
huruf e, dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai pilihan

penanganan risiko yang tersedia dan memutuskan pihak
penanganan risiko.

(2) Tahap pelaksanaan penanganan risiko sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan menentukan jenis pilihan
penanganan risiko berdasarkan hasil penilaian risiko.

(3] Penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) fokus
pada penanganan akar permasalahan dan bukan hanya gejala
permasalahan.

Pasal 20

(1) Pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud pada Pasal 12
huruf f, dimaksud untuk memastikan bahwa manajemen risiko
telah dilaksanakan sesuai rencana.

(2) Tahap pelaksanaan pemantauan dan reviu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi;

a. Pengendalian rutin pelaksanaan penanganan risiko dengan
cara membandingkan antara kinerja aktual dan kinerja yang
diharapkan;

b. Pemantauan efektivitas semua langkah dalam proses
penanganan risiko berdasarkan laporan pelaksanaan tahap
sebelumnya guna memastikan bahwa prioritas penanganan

risiko masih selaras dengan perubahan didalam lingkungan
kerja; dan
. Pemantauan dan reviu dilakukan secara berkala.

Pasal 21

Pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat

(1) menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk Laporan Hasil
Monitoring dan Reviu.
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BAB VI
EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 22

Dalam upaya mengukur kinerja penerapan Manajemen Rlslll{<tc()) r;ltl
Lingkungan Pemerintah Daerah d,i'lakukan evaluasi olqh In.spf:1 3
Daerah Kabupaten Merauke secara berkalg atau ‘apablla_d.lper u aﬁ
yang mencakup evaluasi atas implementasi manajemen risiko untu

menjamin efektivitasnya.

- Pasal 23

(1) Setiap SKPD/OPD wajib membuat Laporan Penerapan
Manajemen Risiko.

(2) Laporan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud. pada ayat (1)
terdiri atas:

a. Laporan Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko; dan
b. Lapqran Rencana Penanganan dan Rencana Pemantauan
Penanganan Risiko.

' Pasal 24

Laporan Penerapap Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 ayat (2) disampaikan kepada Ketua Satgas SPIP Pemerintah
Daerah paling lambat akhir bulan Februari.

Pasal 25

Jenis dan format sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23

Sebagaimana tercantum dalam Lampi :
: ; : Piran dan merupakan
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. p bagian

BAB....

Scanned by CamScanner



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26
Peraturan Bupati inj mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

ahuinya, memerintahkan pengund
peénempatannya dalam Berita

Agar setiap orang menget
Peraturan inj dengan
Kabupaten Merauke.

angan
Daerah

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 12 November 2018

BUPATI MERAUKE,
CAP/TTD
FREDERIKUS GEBZE

Diundangkan dj Merauke
pada tanggal 12 November 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPAT

CAP/TTD
DANIEL PAUTA

EN MERAUKE

I

BERITA DAERAH KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2018 NOMOR 82

Salinan sesuaj dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YOSEPH B GEBZE, SH., LLM
19760202 200312 1004
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MATRIK TINGKAT

LAMPIRAN

l\‘lﬁl'l)’l‘ll‘%/\N HLPAYT !

| JTUS ATT MIERAUKT,
’f\‘l()M()!«’ ; B2 TAHUN 2018
TENTANC
l)’l',Nl'll\’/\l’/\N MANAJEM SN RISIKO
PADA PEMISRINTAL DAIIRAL

KABUPATEN MIERAUKIS

DAMPAK DAN KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

KEMUNGKINAN, T ————————
PROBABILITAS KISTERANCGAN
——DLIAS b 5 TRl ol il
LJ&‘@&EU?KU _|a. | Peristiwa (Iiluu‘npimn tidalk terjadi
| B b, Persentase 10 - 30%
_2_“3212&5}5;1_(“ a. :[{clji‘s'(._iwn kadang - kadang biga ferjadi
ol — | b. | Persentase 31 - 59%
3 Hamp:i?_ “pasti| a. | Peristiwa selalu terjadi hampir pada setiap
el el .
] — | b | Persentase > 90%
KEMUNGKINAN/ e Lt
1. [Rendah a. | tidak berdampak pada pencapaian tujuan
instansi/kegiatan secara umum
b. | Agak mengganggu pelayanan
C. | Dampaknya dapat ditangani pada tahap
kegiatan rutin
d. | Kerugian kekurangan material dan tidak
mempengaruhi
2. | Sedang a. | Mengganggu pencapaian tujuan instansi/
kegiatan secara signifikan
b. | Mengganggu kegiatan secara signifikan
g ‘| ¢ | Mengganggu administrasi program ‘' * *
3. | Tinggi a. | Sebagian besar tujuan instansi /kegiatan
gagal dilaksanakan
b. | Terganggunya pelayanan lebih dari 3 hari
¢. | Mengancam program dan organisasi serta
stakeholders
d. | Kerugian sangat besar bagi organisasi dari
segi keuangan maupun non keuangan

II. MATRIK.....

Scanned by CamScanner



_2‘_

1. TRIK RHA]
MATRIK ANALISIS TERHADAP

TINGKAT RISIKO (FROFIL RISIKO

e i

MATRIK ANALISIS | 3 DIV, J
megmm03x3 1 2 N
\lﬁ Rendah | Sedang ’I‘inggij
|
% 3 Hampir pasti terjadi 3 6 9
) D N oy g
<
% 2 Sering terjadi 2 4 6
=
62|
w4
1 Jarang terjadi 1 2 3
L
Level dimulai
: Dampak
Warna Level dan status | gia¢us risiko
risiko
Merah 3 6 Tinggl
Kuning 2 3 Sedang
Hijau 1 1 Rendah

Scanned by CamScanner




rpel1o} nsed JdweH "€
"~ ipef1o1 SulBS T
pel13] Suere |

Scanne‘d by CamScanner

wo[o3]
. qur ynojueq ereds eped rert ueduop 1S b WOl
5 wIo[o3]
d 10 ueSuop Isid €
ueyeesewad 1BYE rpelusw Suek qeqaAud 137e]
ueIEBSES
£ osjrst1 uedusp IS ¢ WO[oXN
ep wenini Sursew-suIsell G,mﬂmmm“uuom umaﬁﬁmswcocu mwcﬁo&o@ SueA O3ISI a’ oy
ado/aas eredaX
i i Hmv
i W .v
| g
: (4
T
| g c + c = =
oMISE | = ;
snivis | OMSH | oo vva | NVNDIONNWES | avEaANEd dolsiva | [SYIHILNIEAR—EL - o)y
= & : i OXISTA
| [sanpisaa | SALVIS
- 10-3W - Wd04 . oo
- NvVArnL

ag>sS LVONIL OMISIH SISI'TVNV NVA ISVIIALLNAJI TISVH
NVIOdVT LVINIOA SINAP

NVIOdVT LVINIOA NVA SINAL TAGV.L 111



‘ - ueie3duy unye],
EBmmvm&:mﬁo&ﬂ.ﬁ cwwcmhmwmzmwcomummcmocouoaHmmwmvmm szzmﬁaﬁhgc\ﬂom

yepua1/Suepas /133urn nirey [j ueridwe] eped oxisir snje)s 1sdriysop LIe(]

L WO[03]

S WO[OY X {, WO[03 UeIfes1od [ISeq uexedniolpy g EE‘OM
183un ¢
3uepss ‘7
Yepuar |

+ TULINNLIq eress eped Te[IU wedusp 1sm(y S woj
Sl 031

Scanned by CamScanner



Sursew-Suisew ueredeouad jequiey3ualW I1SU)]

odraq SueA OXISHI ueduap Is

ueyerdoy uening

p : ¢ WOolo3]
: yeduelialaly]

NVLVIOE
SINMAL VNVSMVIAd IvaVPad
f 1 “m
L “. . P
| | : 9
| . m
L | v
__ _
= ‘ w M
B .ﬁ | ﬁ
= % 9 S 5
OMISIH T ¢ (¢ & T
SALVIS 3 3 “
Isdppisag | SMavis | AVARVA ) NVNDIONOWES | SVEHANEd 4015tV Hmﬁﬂmwwmm St ON
Z0-aIN sl
. NHOA

UBIBISoY wen(n 3 ©
UBIeIsoy ewey -

— N M

Scanned by CamScanner



e ,H rm
. Y W ‘ I wD

. ep : J, WO[O
yepual \mcmv% /188ur) yreA || uenidure] eped OXISII SNIBIS isdinyssp 11ep - L o3

¢ wojos] X wopoy ueres1ad [isey uexednIowl : 9 WOTOH -

133U, "¢ :
3uepas ‘7
5 qepuay. “ | ;
» UL In3{1eq eped Te[iu ue3uap ISTIP : G wWo[03]

pelia) rysed Idurepy S
1pel19) Sunsg ‘¢ I

. pelis) Suerep T
- UL eress eped 1e]

Scanned by CamScanner



o137e} 1TEP U

eqokuad
ik ua1 ueduap 1S]

od eued

P B EOHOVH

-+ wo[oN
s ednieq ueuesued

jun uexepul uereygueId
ST seyrrond ueduap

Iexe wexSueIYSUSW N
v L sup : ¢ WoIoA
70~ : JnuIo 1rep 138U} OXISI SNIEIS ueguap OISH njreA Ot . weSueralod

. NVLVIOEN SINMEL VNVSMVIad Lvavid

\l\l\\\l\l\\\'\jl\J\\\\l\l\lJ
1Sp

aﬂﬁwmmauom L

WW | el e
= %
e €
E - (¢
= 9 | S % 5 Z ;
INVONVLIQ
GYMVPONNDONYNA | NNTAF DNVA bl e [ (SVL ) H
1J0¥d
NVNVONVNAd NVIO
PEAEALS NI OMISTA ON

NVIVOONV "Hy,

d3S LY3O!
NLL OXISII NVAVINVINE] Ny N NvAapray
NVN&d 7S
VH

= ] =

Scanned by CamScanner



vIvddA
sos ueulfes

‘NNXINH NVIOVE
efurse UESUSP ren

qzgan SNMNHEATAA .

ALL/dvO
“INVIAN 1LLVdNd

ISesI[eal BIRJUE ISEIAID ednioq myred weduejrs) wnjeq Suek [ey WMMoﬁom ueduop ue3urpuBqIp
. weSuop ISUP : G WIO[O
ISTIp ¢ ()]

Suriojruowr U100
L10]] [Isey 11ep ueuedueuad ISeSIEaI ueduop ISTIP
; ISTIP [0

- w —

Scanned by CamScanner



